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BAB III 

KONSTITUSI/UNDANG-UNDANG DASAR 

 

A. Sejarah Konstitusi/Undang-Undang Dasar 

Konstitusi merupakan suatu fundamen atau arah dari suatu roda 

kenegaraan yang akan dijalankan, dengan tujuna untuk membatasi kekuasaan 

dalam negara, karena dalam suatu negara terdapat banyak pusat-pusat 

kekuasaan. Oleh karena itu para pendiri negara sepakat untuk membatasi 

kekuasaan tersebut dalam suatu aturan. 

Menurut Chairul Anwar, konstitusi adalah fundamental laws tentang 

pemerintahan negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Mempunyai fungsi khas 

untuk membatasi kekuasaan-kekuasaan, mencegah kesewenang-wenangan 

serta gagasan konstitusional.
18

 

Istilah konstitusi telah lama dikenal, yaitu sejak zaman Yunani Kuno. 

Diduga “Konstitusi Athena” yang ditulis oleh seorang Aristokrat…. Xenophon 

(waktunya mungkin 425 S.M.). Penulis itu sekaligus memandang Konstitusi 

Athena sebagai alat demokrasi yang sempurna. Dapat diduga pula bahwa 

pemahaman orang tentang apa yang diartikan konstitusi, sejalan dengan 

pemikiran orang-orang Yunani Kuno tentang negara. 

Hal tersebut dapat diketahui dari paham Socrates yang kemudian 

dikembangkan oleh muridnya Plato; dalam bukunya yang terkenal Politeia 

atau negara, yang memuat ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum, dan 
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bukunya Nomoi atau undang-undang, dan juga tulisan Aristoteles dalam 

bukunya yang terkenal dengan nama Politica, yang di dalamnya juga 

dibicarakan tentang negara dan hukum (keadilan).
19

 

Moh. Kusnardi  dan Harmaily Ibrahim mengatakan, bahwa sejak 

zaman Yunani Purba istilah konstitusi telah dikenal, hanya konstitusi itu masih 

diartikan materiil karena konstitusi itu belum diletakkan dalam suatu naskah 

yang tertulis. Hal ini dapat dibuktikan pada paham Aristoteles yang 

membedakan istilah politea dan nomoi. Politeia diartikan sebagai konstitusi, 

sedangkan nomoi adalah Undang-Undang biasa. Di antara kedua istilah 

tersebut terdapat perbedaan yaitu bahwa politeia mengandung kekuasaan yang 

lebih tinggi dari pada nomoi, karena politeia mempunyai kekuasaan 

membentuk sedangkan pada  nomoi kekuasaan itu tidak ada, karena ia hanya 

merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak bercerai-berai.
20

 

Pemahaman awal tentang “konstitusi” pada masa itu, hanyalah 

merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. 

Kemudian pada masa Kekaisaran Roma, pengertian consitutionnes 

memeperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan 

yang dibuat oleh para kaisar atau para preator. Termasuk di dalamnya 

pernyataan-pernyataan pendapat dari para ahli hukum/negarawan, serta adat 

kebiasaan setempat, di samping undang-undang. Konstitusi Roma mempunyai 

pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan. Di mana konsep tentang 
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kekuasaan tertinggi (ultimate power) dari para Kaisar Roma, telah menjelma 

dalam bentuk L’Etat General di Perancis, bahkan kegandrungan orang 

Romawi akan ordo et unitas telah memberi inspirasi bagi tumbuhnya paham: 

“Demokrasi Perwakilan” dan “Nasionalisme”. Dua paham inilah yang 

merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern.
21

 

Dalam abad pertengahan timbul ajaran dari kaum monarchomachen 

(monarkomaken), yaitu suatu ajaran yang membenci atau tidak senang 

terhadap ekses kekuasaan raja yang bersifat absolut, sebagai akibat 

berkembangnya teori  theokrasi pada waktu itu. Usaha untuk mencegah agar 

Raja tidak berbuat sewenang-wenang maka golongan ini menghendaki suatu 

perjanjian yang membatasi kekuasaan Raja. Perjanjian antara rakyat dan raja 

dalam kedudukan sama tinggi dan sama rendah menghasilkan suatu naskah 

yang disebut Leges Fundamental. Di dalamnya diatur dan ditetapkan hakdan 

kewajiban masing-masing pihak. Dalam perkembangan sejarah sejak saat itu, 

maka setiap kali diadakan perjanjian antara rakyat dan raja dibuatkan atau 

dituangkan dalam naskah, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang 

berkaitan dengan hubungan pemerintahan (antara yang memerintah dan yang 

diperintah).
22

 

Konstitusi sebagai  Undang-Undang Dasar dan hukum dasaryang 

mempunyai arti penting atau sering disebut dengan “Konstitusi Modern”, baru 

muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya “Sistem Demokrasi 

Perwakilan dan Konsep Nasionalisme”.  Demokrasi Perwakilan muncul 
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sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran Lembaga Legislatif. 

Lembaga ini diharapkan dapat membuat undang-undang untuk mengurangi 

serta membatasi dominasi hak-hak raja. Alasan inilah yang mendudukkan 

konstitusi (yang tertulis) itu sebagai hukum dasar yang lebih tinggi dari pada 

raja, sekaligus terkandung maksud memperkokoh Lembaga Perwakilan 

Rakyat. 

Pada giliran berikutnya, masa Perang Dunia I Tahun 1914 telah banyak 

memberikan dorongan yang kuat bagi konstitusionalisme, yaitu dengan jalan 

menghancurkan pemerintahan yang tidak liberal, dan menciptakan negara-

negara baru dengan konstitusi yang berasaskan demokrasi dan nasionalisme. 

Upaya itu dikonkritkan dengan didirikannya Liga Bangsa-bangsa untuk 

perdamaian dunia. Tiga tahun kemudian muncul reaksi keras melawan 

konstitusionalisme politik yang ditandai dengan Revolusi Rusia (1917), diikuti 

meletusnya fasisme di Italia, dan pemberontakan Nazi di Jerman, sampai pada 

akhirnya meletus Perang Dunia II.
23

 

Pengaruh Perang Dunia II terhadap konstitusionalisme politik jauh 

lebih parah bila dibandingkan pada masa Perang Dunia I. Sebab kemenangan 

dari bangsa-bangsa yang berserikat terhadap kekuatan tirani saat itu. Berarti 

Perang Dunia II telah memberikan kesempatan kedua kalinya kepada bangsa-

bangsa untuk menerapkan metode-metode konstitusionalisme terhadap 

bangunan internasional melalui Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 

mencapai perdamaian dunia yang permanen. Akankah kesempatan ketiga 
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memberikan pekerjaan baru kepada bangsa-bangsa untuk merekonstruksi 

model negara konstitusionalisme baru pada era post-modernisme? Padahal 

sejarah terus berputar. Selanjutnya konstitusi modern diharapkan bisa 

merupakan jaminan bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta paham 

welfare state, sekaligus memberikan perlindungan secara yuridis 

konstitusional.
24

 

Dari segi bahasa istilah konstitusi berasal dari kata constituer 

(Perancis) yang berarti membentuk.
25

  Dengan pemakaian istilah konstitusi 

tersebut, maka yang dimaksud pembentukan di sini ialah pembentukan suatu 

negara, menata dan menyusun suatu negara. Demikian pula dalam bahasa 

Inggris kata constitute dapat berarti mengangkat, mendirikan atau menyusun. 

Kemudian Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwa konstitusi 

mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara; …. 

Dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok 

(fundamental) mengenai soko guru-soko guru atau sendi-sendi pertama untuk 

menegakkan bangunan besar yang bernama “Negara”.
26

  Suatu sendi atau 

pokok peraturan dari negara ini tentunya harus kuat dan tidak akan mudah 

runtuh, agar bangunan negara tetap berdiri. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem 

ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang 
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membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut 

ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang 

tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktek penyelenggaraan negara.  

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua 

kata, yaitu cume dan statuere. Cume  adalah sebuah preposisi yang berarti 

“bersama dengan….”, sedangkan statuere berasal dari kata sta yang 

membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu,  kata 

statuere mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau 

mendirikan/menetapkan”.  Dengan demikian bentuk tunggal (constitutio) 

berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak 

(constitusiones) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.
27

 

Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemaham 

istilah yang dalam bahasa Belandanya Gronwet. Perkataan wet diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia adalah undang-undang, dan grond berarti 

tanah/dasar. Untuk menyebut pengertian tersebut dalam kalangan orang 

Indonesia, di samping istilah Undang-Undang Dasar, lazim pula dipergunakan 

istilah konstitusi. Demikian juga halnya dengan orang Belanda di samping 

istilah grondwet mengenal pula istilah constitutie. 

Undang-Undang Dasar, ialah suatu dokumen hukum yang 

mengandung aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok atau 

dasar-dasar mengenai ketatanegaraan daripada suatu negara yang lazim 

kepadanya diberikan sifat luhur dan kekal, dan apabila akan mengadakan 
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perubahannya hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat kalau 

dibandingkan dengan cara pembuatan atau perubahan bentuk-bentuk peraturan 

dan ketetapan yang lain-lainnya.
28

 

Mencermati dikotomi antara istilah constitution dengan grondwet 

(Undang-Undang Dasar), L.J. Van Apeldoorn telah membedakan secara jelas 

di antara keduanya, kalau grondwet (Undang-Undang Dasar) adalah bagian 

tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan constitution (konstitusi) memuat baik 

peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Sementara Sri Soemantri M, 

dalam disertasinya mengartikan konstitusi sama dengan Undang-Undang 

Dasar. Penyamaan arti dari keduanya ini sesuai dengan praktek ketatanegaraan 

di sebagian besar negara-negara dunia termasuk di Indonesia. 

Penyamaan pengertian antara konstitusi dengan Undang-Undang 

Dasar, sebenarnya sudah dimulai sejak Oliver Cromwell (Lord Protector 

Republik Inggris 1649-1660) yang menamakan Undang-Undang Dasar itu 

sebagai Instrument of Government, yaitu bahwa Undang-Undang Dasar dibuat 

sebagai pegangan untuk memerintah dan disinilah timbul identifikasi dari 

pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar.
29

 

Di negara-negara Eropa, khususnya Inggris, istilah Constitution 

mempunyai dua macam pengertian, yaitu: 

a. Contitution dalam pengertian yang sempit, yaitu untuk menyebut 

konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar, sebagaimana yang 

dikemukakan di atas. 
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b. Constitution dalam pengertian yang luas, yaitu untuk menyebut 

keseluruhan aturan-aturan hukum serta ketentuan-ketentuan hukum 

tentang sistem ketatanegaraan suatu negara, atau dengan kata lain disebut 

Hukum Tata Negara.
30

 

Hal ini sesuai dengan ungkapan K.C. Wheare sebagaimana yang 

dikutip oleh Joeniarto, menyatakan bahwa istilah constitution pada umumnya 

dipergunakan di dalam dua pengertian, dalam pembicaraan-pembicaraan 

ketatanegaraan, yaitu: 

Pertama, istilah tersebut dipergunakan untuk menunjuk kepada seluruh 

daripada rules yang mengenai ketatanegaraan sesuatu negara yang secara 

keseluruhan akan menggambarkan sistem ketatanegaraannya. Seluruh rules itu 

dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu rules yang berderajat legal atau 

law, maka pengadilan akan bersedia memaksakan berlakunya apabila terjadi 

pelanggaran terhadapnya (catatan penulis: sudah barang tentu kalau ada 

gugatan untuk itu), sedangkan rules yang bukan berderajat law, dapat 

berbentuk macam-macam yaitu usages, understandings, customs atau 

conventions, dalam hal ini pengadilan tidak akan bersedia memaksakan 

berlakunya, tetapi meskipun demikian rules tersebut di dalam hal 

penyelenggaraan ketatanegaraan tidaklah mempunyai efektivitas yang kalah 

penting kalau dibandingkan dengan yang berderajat legal. 

Kedua, istilah constitution dipergunakan juga untuk menunjuk 

pengertian yang lebih sempit daripada pengertian tersebut di atas, yaitu untuk 
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menggambarkan hukum keseluruhan kumpulan dari rules baik yang legal atau 

non legal, tetapi hanya menunjuk kepada rules tertentu saja yang pada 

umumnya termuat di dalam sebuah dokumen (kitab hukum) atau dapat juga 

kepada beberapa dokumen-dokumen yang sangat tertentu. Selain daripada itu, 

perlu dijelaskan pula, bahwa rules tertentu tersebut sebenarnya sangat berbeda 

sekali satu dengan lainya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan the 

contitution di sini ialah kumpulan dari rules tertentu yang merupakan legal 

rules di dalam lapangan ketatanegaraan dari negara yang bersangkutan dan 

dimuat di dalam suatu dokumen.
31

 

Di Indonesia istilah konstitusi, paralel dengan istilah dalam bahasa 

Inggris constitution, yang dalam kenyataannya juga dipergunakan dalam 

beberapa pengertian, yang sedikitnya telah dipergunakan dalam 3 (tiga) 

pengertian. Pengertian pertama dan kedua, ialah dipergunakan dalam 

pengertian-pengertian yang sama seperti dikemukakan oleh Wheare tersebut 

di atas, yaitu dalam pengertian yang luas dan dalam pengertian yang sempit. 

Sedangkan pengertian yang ketiga yaitu sebagaimana yang diterangkan 

dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, pada Bagian Umum Angka I, 

dalam alinea pertama mengemukakan sebagai berikut: 

“Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya 

dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis 

sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum 

dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan 

terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak 

ditulis.” 
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Kemudian di bagian lain dari Penjelasan tersebut, yaitu pada bagian 

tentang Sistem Pemerintahan Negara, pada pokok pikiran II, mengemukakan 

bahwa: 

“Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak 

bersifat absolutisme belaka (machts-staat).”
32

 

 

Dari kedua kalimat tersebut istilah konstitusi dipergunakan untuk 

menunjuk kepada pengertian hukum dasar, yaitu lebih luas dari Undang-

Undang Dasar, tetapi jelas lebih sempit dari yang dimaksud dengan Hukum 

Tata Negara, karena di sini hanya mencakup aturan-aturan dan ketentuan-

ketentuan yang dasar-dasar saja. 

 

B. Pentingnya Konstitusi/Undang-Undang Dasar 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa konstitusi merupakan 

hukum dasar suatu negara, yang mengatur dasar-dasar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan negara. Konstitusi juga merupakan ketentuan dasar dan 

fundamen berdiri dan berjalannya suatu proses kenegaraan. 

Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut, bahwa tanpa konstitusi 

negara tidak mungkin terbentuk. Oleh karena itu konstitusi menempati posisi 

yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu bangsa. Dengan 

demikian negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lainnya.
33

 

Sehubungan dengan hal tersebut A. Hamid S. Attamimi menyatakan, 

bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai 
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pemberi pegangan dan pemberi batas serta sekaligus tentang bagaimana 

kekuasaan negara harus dijalankan.
34

  Hal ini penting dilakukan karena dapat 

memberikan arah dan pedoman, serta memberikan batasan yang jelas dalam 

menjalankan organisasi yang bernama negara.  

Mendirikan dan membentuk negara pada hakekatnya mendirikan dan 

membentuk organisasi kekuasaan. Dengan demikian negara pada hakekatnya 

adalah organisasi kekuasaan. Hal ini terbukti dengan adanya bermacam-

macam lingkungan kekuasaan dalam setiap negara, baik yang berada dalam 

infra struktur politik maupun yang berada dalam supra struktur politik.
35

 

Sebagaimana diketahui, bahwa setiap kekuasaan bagaimanapun 

kecilnya cenderung disalahgunakan oleh yang memegangnya. Sebagaimana 

ungkapan yang diberikan oleh Lord Acton, bahwa “Power tends to corrupt, 

but absolute power corrupt absolutely” (kekuasaan cenderung 

disalahgunakan, kekuasaan yang absolut sudah pasti dilakukan secara 

absolut). Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 

kekuasaan itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk membatasinya. 

Salah satu pembatasan kekuasaan yang mempunyai arti penting dan 

menentukan harus dilakukan melalui hukum. Dalam kehidupan bernegara, 

konstitusi atau undang-undang dasar merupakan satu sumber hukum yang 

mempunyai kedudukan sangat penting dalam usaha membatasi kekuasaan; 

bahkan dalam sejarah ketatanegaraan dapat dicatat bahwa terjadinya 

perubahan dari kerajaan absolut menjadi kerajaan berkonstitusi 
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(constitutionale monarchi) adalah melalui penetapan konstitusi atau undang-

undang dasar.
36

 

Hakikat konstitusi menurut Bagir Manan, tidak lain dari perwujudan 

paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap 

kekuasaan pemerintahan di satu pihak, dan jaminan terhadap hak-hak warga 

negara maupun setiap penduduk di pihak lain.
37

 

Tentang perlunya pembatasan kekuasaan itu, Maurice Duverger 

menyatakan, bahwa dalam negara-negara modern, dimana pemerintah setiap 

hari mendapat kekuasaan-kekuasaan baru, dan dengan begitu harus 

menghadapi masalah-masalah yang kian bertambah banyak, bertambah luas 

dan terus bertambah sulit, susunan intern dari pada badan-badan pemerintah 

telah menjadi sangat ruwet dan banyak macamnya.
38

 

Selanjutnya Miriam Budiardjo menyatakan pula, bahwa di dalam 

negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusionil, 

undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi 

kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan 

tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga 

negara akan lebih terlindungi.
39

 

Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah 

dokumen formal yang berisi:
40
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1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau; 

2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; 

3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk 

waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; 

4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan 

bangsa hendak dipimpin. 

Dari empat materi muatan yang tereduksi dalam konstitusi atau 

undang-undang dasar di atas, menunjukkan arti pentingnya konstitusi bagi 

suatu negara. Karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan 

berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, 

sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh the founding fathers, serta 

memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan 

suatu negara yang mereka pimpin. Semua agenda penting kenegaraan ini telah 

terkaver dalam konstitusi, sehingga benarlah kalau konstitusi merupakan 

cabang yang utama dalam studi ilmu hukum tata negara.
41

 

Pada sisi lain, eksistensi suatu “negara” yang diisyaratkan oleh A.G. 

Pringgodigdo, baru riel-ada kalau memenuhi empat unsur:  (1) memenuhi 

unsur pemerintahan yang berdaulat, (2) wilayah tertentu, (3) rakyat yang 

hidup teratur sebagai suatu bangsa (nation), dan (4) pengakuan dari negara-

negara lain. Dari keempat unsur untuk berdirinya suatu negara ini belumlah 

cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum 

ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah 

sebuah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. 
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Untuk memahami hukum asar suatu negara, juga belum cukup kalau 

hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-

Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan 

dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara 

meskipun tidak tertulis, atau sering dicontohkan dengan “konvensi” 

ketatanegaraan suatu bangsa. Sebab dengan pemahaman yang demikian inilah 

“ketertiban” sebagai fungsi utama adanya hukum dapat terealisasikan.
42

 

Di Indonesia dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan, bahwa 

“Pemerintah berdasarkan Sistem Konstitusional (Hukum Dasar) tidak bersifat 

Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Dengan ketentuan ini diakui 

pemerintahan Indonesia menganut paham konstitusionalisme, 

constitutionalism, suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan 

yang termuat dalam konstitusi. Suatu konstitusi atau sistem konstitusionil 

adalah menjadi fondasi negara, yang mengatur pemerintahannya, 

menspesifikasi kekuasaannya dan memimpin tindakan-tindakannya. Dalam 

negara yang bersifat konstitusionil, tidak mungkin kedudukan konstitusi itu 

lebih kurang fundamentilnya dari ketentuan-ketentuan yang lain. Dalam 

hierarchie perundang-undangan konstitusi berada di puncak piramide, sedang 

ketentuan-ketentuan yang lain, berada di bawah konstitusi. Konstitusi itu harus 

benar-benar merupakan “a written fundamental law”, yang mengatur struktur 

pemerintahan, merumuskan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta 

menjamin hak-hak warga negara.
43
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Indonesia secara hukum menempatkan UUD 1945 sebagai kaidah 

hukum.
44

  Dalam Pasal 1 Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 disebutkan: 

(1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. 

(3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang 

tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 

Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan 

batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 

 

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ketetapan MPR tersebut dijelaskan pula bahwa: 

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman 

dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. 

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 

adalah: 

1. Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 

3. Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu); 

5. Peraturan Pemerintah; 

6. Keputusan Presiden; 

7. Peraturan Daerah. 

 

Sedangkan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan adalah: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 
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6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Dari ketentuan tersebut jelas, bahwa dalam negara yang bersistem 

konstitusionil tidak mungkin ditolerir, bahwa UUD harus mengalah kepada 

kemauan golongan, partai ataupun pada kehendak seorang pemimpin yang 

berkuasa. Walaupun pengaruh dan kemauan pemimpin itu kuat, tetapi yang 

harus dominan itu adalah pengaruh konstitusi. 

Namun dalam praktek ketatanegaraan, sering juga terjadi bahwa suatu 

konstitusi yang tertulis tidak berlaku secara sempurna, oleh karena salah satu 

dari beberapa pasal di dalamnya, tidak berjalan atau tidak dijalankan lagi. 

Atau dapat juga karena konstitusi yang berlaku itu tidak lebih dijalankan 

karena kepentingan suatu golongan/kelompok ataupun pribadi dari penguasa 

saja, di samping itu tetap diakui bahwa banyak pula konstitusi yang dijalankan 

sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum di dalamnya. 

Dari pemikiran tersebut, Karl Loewenstein mengadakan penyelidikan 

mengenai apakah arti dari suatu konstitusi tertulis (Undang-Undang Dasar) 

dalam suatu lingkungan nasional yang spesifik, terutama kenyataannya bagi 

rakyat biasa, sehingga membawa Karl Loewenstein kepada tiga jenis penilaian 

konstitusi, sebagai berikut:   

1. Konstitusi yang bernilai normatif 

Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan 

bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum 

(legal), akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup (realitas) 
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dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan perkataan lain 

konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. 

2. Konstitusi yang mempunyai nilai nominal 

Konstitusi yang mempunyai nilai nominal artinya secara hukum 

konstitusi itu berlaku tetapi kenyataannya kurang sempurna. 

Kekurangsempurnaan berlakunya konstitusi itu jangan diartikan bahwa 

seringkali suatu konstitusi yang tertulis berbeda dengan konstitusi yang 

dipraktekkan. Sebab seperti yang telah dikemukakan, bahwa konstitusi itu 

dapat berubah-ubah menurut kehendak zaman, jadi baik karena perubahan 

formal seperti yang dicantumkan dalam konstitusi itu mapun karena 

kebiasaan ketatanegaraan umumnya. 

3. Konstitusi yang mempunyai nilai semantik 

Suatu konstitusi yang secara hukum tetap berlaku namun dalam 

kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang 

telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. 

Keadaan yang demikian itu dikatakan bahwa konstitusi tersebut bernilai 

semantik. 

Walaupun dalam praktek ketatanegaraan terdapat tiga macam penilaian 

terhadap pemberlakuan konstitusi dalam suatu negara, tetapi dari pernyataan-

pernyataan tersebut dapat dilihat, bahwa demikian pentingnya konstitusi atau 

undang-undang dasar untuk membatasi kekuasaan dalam negara dan 

pemerintahan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kebijakan yang dapat 

merugikan bangsa dan negara. 


